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BAB 1 
 
 
 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Hubungan masyarakat (Humas) Pemerintah merupakan Praktisi Humas 

Pemerintah yang mempunyai fungsi manajemen dalam bidang informasi dan 

komunikasi yang persuasif, efektif, dan efisien agar terciptanya hubungan yang 

harmonis dan saling pengertian antara Praktisi Humas dengan Publiknya melalui 

berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi yang 

positif bagi Instansi Pemerintah. Proses dalam menjalani aspek tersebut tentunya 

diusahakan sebagai proses yang efisien. Efisiensi harus dilakukan guna mencapai 

ketepatan cara kerja dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang-buang 

waktu, tenaga dan biaya. Sebuah pekerjaan dapat terlaksana secara efektif dan 

efisien apabila terdapat strategi dan manajemen yang baik di dalamnya. 

 

Humas memiliki tugas antara lain merencanakan strategi terkait langkah dan 

tindakan apa yang digunakan dalam proses menjalankan dan mencapai tujuan. 

Strategi adalah kekuatan intelektual yang membantu mengorganisir, 

memprioritaskan, dan memberi energi terhadap apa-apa yang dilakukan (Cutlip, 

Center dan Broom, 2017:356). Keberadaan divisi humas di sebuah Lembaga milik 

Pemerintah memiliki peran penting secara fungsional dan oprasional dalam upaya 

menyebarluaskan atau mempublikasikan tentang sesuatu kegiatan atau aktivitas 

instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk internal maupun eksternal. Strategi 

humas ini juga berlaku dalam organisasi bagian hubungan masyarakat Pemerintah 

Kota Palembang. 

 

Palembang merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan secara 

geografis terletak antara 2
o
 52′ sampai 3

o
 5′ Lintang Selatan dan 104

o
 37′ sampai 

104
o
 52′ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 8 meter dari permukaan air laut. 
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Luas wilayah Kota Palembang sebesar 400,61 km
2
 yang secara administrasi 

terbagi atas 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Kota Palembang merupakan ibukota 

Provinsi Sumatera Selatan dengan batas wilayah yaitu di sebelah utara, timur dan 

barat dengan Kabupaten Banyu Asin, sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan 

Kabupaten Muara Enim (Portal resmi Pemerintah Kota Palembang, 01 September 

2019). 

 

Setiap daerah memiliki peraturan masing-masing dalam mengatur kebijakan 

keuangan, kebijakan keuangan daerah diatur untuk meningkatkan pendapatan asli 

daerah. Keadaan keuangan daerah sangat mempengaruhi ciri khas, bentuk, serta 

rancangan - rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah daerah. 

Namun peningkatan pendapatan asli daerah seharusnya juga dilihat dari perspektif 

yang lebih luas tidak hanya ditinjau dari segi daerah masing-masing tetapi dalam 

kaitannya dengan kesatuan perekonomian Indonesia. 

 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas 

tanah dan bangunan baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya 

atau memperoleh manfaaat dan menguasai bangunan. Dengan berlakunya undang-

undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan retribusi daerah maka pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan telah diserahkan dalam 

wewenang Pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah Kota Palembang melakukan 

revisi peraturan PBB dengan kenaikan sebesar 300% , hal ini menimbulkan banyak 

polemik terutama di kalangan masyarakat. 

 

Berdasarkan dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana 

Strategihumas Pemerintah Kota Palembang dalam merespon reaksi negatif 

masyarakat terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kota 

Palembang tahun 2019. Ada tiga alasan utama mengapa penulis ingin melakukan 

penelitian ini dan juga terkait atas pemilihan judul. Ketiga alasan tersebut sebagai 

berikut: 
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1. Masyarakat Kota Palembang menolak dan resah atas revisi kebijakan PBB 

yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang. 

2. Masyarakat Kota Palembang melakukan aksi demo di kantor Walikota. 
 

3. Adanya upaya humas Pemerintah Kota Palembang dalam sosialisasi tentang 

kenaikan PBB. 

Alasan tersebut akan penulis uraikan sebagaiberikut: 
 

 

1.1.1 Masyarakat Kota Palembang menolak dan resah atas revisi kebijakan PBB 

yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang. 

 

Humas Pemerintah memiliki fungsi untuk menyebarkan informasi yang jelas 

dan update mengenai kebijaksanaan, perencanaan, dan pencapaian, humas juga 

berperan dalam menerangkan dan mendidik publik mengenai perundang-undangan, 

peraturan-peraturan, dan hal-hal yang bersangkutan dengan kehidupan rakyat 

sehari-hari. Selain itu humas juga berperan untuk menasihati pimpinan lembaga 

atau instansi dalam hubunganya dengan reaksi atau tanggapan publik terhadap 

kebijakan yang sedang dijalankan. Hal ini pula yang harus dilakukan humas 

Pemerintah Kota Palembang dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan 

kebijakan publik. 

 

Dikutip dari situs berita Neraca (Syarif, 2019), bahwa Pemerintah Kota 

Palembang telah melalukan revisi kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dengan 

mengubah peraturan Walikota mengenai PBB. Dalam berita ini, Ombudsman 

Sumatera Selatan meminta Pemerintah kota mengkaji ulang perwali no 17 dan 18 

tahun 2019 tentang nilai jual objek pajak serta pembebasan wajib pajak. Menurut 

Harnojoyo selaku Walikota Palembang, setelah menerima LHP di Kantor 

Ombudsman Sumsel menuturkan bahwa Sebenarnya sebelum terbitnya LHP ini 

pemerintah telah mengkaji ulang aturan PBB, salah satunya dengan rencana 

memberikan stimulus kepada wajib pajak agar tidak terlalu dibebani dengan tarif 

baru itu. Dikutip dari situs berita Kompasiana (Widiantoro), bahwa kenaikkan tarik 

Pajak Bumi dan Bangunan hingga 400 persen di Kota Palembang dikeluhkan 
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masyarakat, bahkan di media sosial sudah ada yang mengancam tidak akan 

membayar PBB kalau Pemerintah tidak menurunkan kenaikan itu. beberapa 

penduduk mengatakan bahwa mereka tidak menyangka Pemerintah Kota 

Palembang menaikkan tarif PBB sebesar itu, sebab pemerintah telah berjanji untuk 

mensejahterakan masyarakat. Hal ini menunjukkan rasa kekecewaan masyarakat 

terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. 

 

Dalam mengelola kebijakan publik, humas Pemerintah berperan dalam 

memberikan berbagai informasi tentang kebijakan Pemerintah yang mengikat 

masyarakat. Humas Pemerintah juga harus memberikan pelayanan optimal dengan 

birokrasi yang jelas untuk memberikan kepuasan masyarakat dan saling pengertian 

antara masyarakat dan Pemerintah sehingga lembaga Pemerintah memperoleh citra 

yang positif dari masyarakat, namun kita dapat melihat bahwa dalam kebijakan 

kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang 

telah membuat masyarakat Kota Palembang resah dan mengeluh karena kebijakan 

Pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat. 

 

1.1.2 Masyarakat Kota Palembang melakukan aksi demo di kantor Walikota. 

 

Humas harus mampu menjadi juru bicara lembaga Pemerintah sekaligus 

mediator untuk berupaya membentuk sikap dan pendapat yang positif dari 

masyarakat melalui stimulus tertentu mendorong masyarakat untuk mengikuti 

aktivitas organisasi lembaga Pemerintah agar tercipta perubahan sikap dan 

penilaian. Demikian juga yang harus dilakukan oleh humas Pemerintah Kota 

Palembang dalam menghadapi masyarakat Kota Palembang yang melalukan aksi 

demonstrasi terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. 

 

Dikutip dari situs online Tribun News Palembang (Widodo, 2019) bahwa 

dalam kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kota Palembang telah menimbulkan banyak polemik sehingga 

terjadinya demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Palembang di depan 
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kantor Walikota Palembang pada hari jumat tanggal 17 mei 2019, aksi demo ini 

digelar terkait naiknya Pajak Bumi dan Bangunan yang dinilai tidak rasional dan 

cukup membuat resah sebagian warga Kota Palembang. Koordinator Aksi Rubi 

mengatakan “ Kenaikan PBB merupakan bentuk sikap arogansi serta kesewenangan 

Pemerintah Kota Palembang terhadap rakyatnya, mengeksploitasi keawaman 

masyarakat terhadap hak azazi dan hak mendapat perlindungan yang seharusnya 

Pemerintah berikat kepada masyarakat”. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab 

humas Pemerintah Kota Palembang sebagai mediator antara masyarakat dan 

lembaga Pemerintah, humas harus melayani dan mendengarkan aspirasi dari 

masyarakat serta membuat situasi atau hubungan antara masyarakat dan Pemerintah 

kembali kondusif. Humas Pemerintah biasanya akan melakukan strategi 

komunikasi persuasif, serta menyampaikan segala bentuk informasi atau pesan 

harus dilandasi atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai sasarannya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1 Masyarakat Kota Palembang melakukan aksi demonstrasi 

terkait naiknya PBB. 

Sumber ( tribunnews.com diakses pada 01 september 2019) 
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Gambar 2 Himpunan Mahasiswa Islam melakukan demonstrasi 

protes kenaikan PBB. 
 

Sumber ( Simburnews.com diakses pada 26 November 2019) 
 

Dari gambar 2 dapat kita lihat bahwa massa yang tergabung dalam 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang mendatangi kantor Wali 

Kota di Jl Merdeka, Rabu (12/6). mereka memprotes terkait kebijakan kenaikan 

Pajak Bumi dan Bangunan yang dinilai menyengsarakan masyarakat Kota 

Palembang. Dikutip dari Palembang, Simbur, Ketua HMI, Eko Handiyono berharap 

agar seluruh srakeholder mengeluarkan kebijakan yang berpihak ke masyarakat, 

bukan malah membuat rakyat sengsara. Dalam hal ini HMI cabang Palembang 

menyampaikan empat tuntutan, diantaranya adalah menuntut Pemerintah Kota 

Palembang melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan Nilai Jual Objek Pajak 

(NJOP) yang telah di tetapkan oleh Walikota Palembang yang berakibat nainya 

PBB yang dinilai snagat menyengsarakan Masyarakat. Kedua, meminta transparasi 

penggunaan anggaran dalam proses pelaksanaan penerimaan PBB. Ketiga, meminta 

kepada pemerintah Kota Palembang untuk tidak menaikkan PBB secara sporadis, 

harus di sesuaikan dengan pendapatan dan tingkat daya beli masyarakat. Keempat, 

menuntut agar pemerintah Kota Palembang melalui Dispenda melakukan penetapan 

NJOP tanah/m2 berdasarkan metode perbandingan data pasar secara masal dengan 
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sangat bijak, melibatkan DPRD kota dan sosialisasi kepada masyarakat untuk 

melakukan kajian menyeluruh terkait penetapan NJOP di beberapa daerah di Kota 

Palembang. 

 

1.1.3 Adanya upaya humas Pemerintah Kota Palembang dalam sosialisasi tentang 

kenaikan PBB 

 

Humas Pemerintah memiliki tugas dalam menyampaikan informasi dan berita 

kepada masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi antara Pemerintah dan 

masyarakat apalagi berkaitan dengan suatu kebijakan yang mengikat masyarakat. 

Humas Pemerintah Kota Palembang telah memberikan penjelasan mengenai Pajak 

Bumi dan Bangunandan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui 

media massa. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan pada tanggal 16 

September 2019 oleh peneliti bersama kepala sub bagian data dan informasi 

menuturkan bahwa humas Pemerintah Kota Palembang telah berupaya untuk 

memberikan informasi dan pengertian kepada masyarakat tentang adanya revisi 

kebijakan PBB melalui media sosial yaitu instagram, media cetak koran, dan 

website resmi humas Pemerintah Kota Palembang, humas juga telah memberikan 

upaya komunikasi pada saat demo terjadi (SF). 

 

Dari ketiga alasan tersebut dapat kita lihat bahwa adanya permasalahan yang 

muncul akibat dari adanya kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah Kota Palembang, humas pemerintah Kota Palembang 

dalam hal ini harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengamankan kebijakan 

serta memberikan informasi yang jelas agar terciptanya saling pengertian antara 

pemerintah dan masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat 

diterima dan dijalankan dengan baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, maka penulis mengangkat 

rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 
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Bagaimana strategi Humas Pemerintah Kota Palembang dalam merespon reaksi 

negatif masyarakat terhadap kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Kota 

Palembang tahun 2019? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Untuk mengetahui bagaimana strategi Humas Pemerintah Kota Palembang 

dalam merespon reaksi negatif masyarakat terhadap kebijakan kenaikan Pajak 

Bumi dan Bangunan Kota Palembang tahun 2019. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Teoritis. 
 

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan-

pengembangan baru dari teori-teori mengenai kehumasan, terutama yang 

bersangkutan dengan strategi humas. 
 

2. Manfaat Praktis. 
 

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat memberi masukan kepada Bagian humas 

Pemerintah Kota Palembang dan Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 

terhadap strategi humas. 
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